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ABSTRACT
This study WaS done to analyze and to know how well had the implementation oflc,:a.
government's rules fPerda) no.7 the year of 2009 of Mukornuko Regenry had been applied :nr
administered. This study was a descriptive qualitative study in form of systematic study bl umr
purpose of getting and investigating the information on organization aspect and worltlng
procedures on the One Deor Cornpact Services office (KPTSPJ in Mukomuko Regency. This su'lan
used an irttervi€w technique, questionnaire and documentation as the data collecta'r
instrument Data used in this study was a primary data, which was gained from 16 responden:s
through questionnaire distrihution invarious sections which were included in the one do,rr:
compact seryices office (KPTSP) in Mukomuko Regenry. Questionnaire was distributed to tire
respondents which wereclassified into 2 categories, tirough the perception of 4 heads elemer,:
and 12 staffs elemenl Interview technique used as an additional depth of study object was dor,:
to heads element and 5 citizens who got the services. Likert scale was applied as a questionnairt
guidance which was limited to 5 orders of answers from very good to not very good. From t:
iorrelation between the results of interview and data analyCis it was found that the
irnplementation of local government's rules IPERDA) no.7 thb year 0f 20A9, on the drganizatior
aspect and aspect of working-procedures irr general had a good value. But on the specific suL*
statement a low value was found especially on the sub-statement on coordinatior
administrationby tle score of 2,28 (not goodJ and the application of Procedures Operating
Standard [SOP) by the score of 2,58 fnot goodJ Therefore a correction and optimization have tc
be done in the sub-indicators which have a low score. Suggestions given were as follows; [L) It is
necessary to make a periodical program on the need of coordination, [2) It is necessary for PTSF
to make a procedures operating standard as a guidance to backup the tasks administering and a-s
a base for eValuating the services performance; (3J It is necessary to improve the HRD services
through a training on the pulrlic services and do a training for the available staff to improve theii
larowledge in accordance to their skill and assignment including the understanding on tht
support of information technolory and telecommunication , [4J it is necessary to irnprove the
performance through the comparative study activities.
Kelnv o rds : Organization and Working Procedures
PENDAHULUAN
{lpaya pera*rinra}r unt*k rne',vufudkan slratu }'iemerirttahan yang sarat dengan prinsip-
pdnsip good governance adalah suatu upaya serjus untuk ditinilak ianjutr. I'ernenntarr
diharapkan bempaya keras untuk menciptakan berbagai peraturan serfa perundang-undangan
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersihr, ransparan dan akuntatlel. I{efarmasi secara
menyeluruh, dilain pihak dilakukan untuk rnewujudkan good governance,baik untrrk reformasi
yang terkait dengan keiembagaan yaitu lnenyangkut dengan pembenahan seluruh perangkat
instrumen pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Semua upaya ini dilakukan oleh
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; ang baik [public accountability)khususnya di bidang pelayanan dalarn mewujudkan
-.:eraan 
.
Pemerintahan yang baik adaiah pemerintahan yang mampu membeikan .,.:u'* rylq
,, ,,';;"1';;'.;;#;;;:;;rky";tr.'rndikatorny, ,a"rur, adanya sisi positif dalam segala
:., ;;t;;; ffi;;;"g pelayanan yang baik dan optimal. Sebagaimanakita ketahui bahwar 
-! c^i
, -.;;;"irrn-p"a, h"a'kekitnya ,a.rJr, memberikan pelayanan kepada masyarakat' Segi!.--- l-^t:l-^
:-.an merupakan realisasi daii keberagaman program yang harus di laksanakan ketika
.- II-e.I"
llr-:-.l.,-ah telah menetapkan program jang-ka pendek, menengah dan iangka panjang' Untuk
jririii-,, :.rr&?D Rencana Pembangunan Jangt<a tutenengah Nasional IRPJMNI periode 2AA4-2A09'
: :emasuki tahun ketiga.
pemerintah diadalin selain melayani kepentingan internal institusi pemerintah secara
-::tif,juga diadakan dalam rangka melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang
r: 
-ngkinkan setiap anggota ,nrry".rkut dapat mengembangkan kemampuan dan
r::itasnyadalam .".rgk;In pencapaian tujuan bersama, baik pemerintah maupun
r;, irikar. Oleh kareffi, p.*..iotuh *.-punyai kewaiiban dan |ertanqeyg lil1lt-"Tli-:;;;;k;'; hrr"r, yrng baik dan ptof"tionrl dalam mengakomodir kepentingan dan
: 
-:,:han masyarakat Vr"gl..irientasi kepada kesejahteraan' Tuntutan demi tuntutan' kitik
; : rran yang diajukr, *fryr.rkat kepada pemerintah demi kemaiuan pelayanan, khususnya
,:';anan yang berbalut sistimbirokrasi, sering disampaikan demi perbaikan kineria pelayanan
,,:.,.anan publik [publick serilcel oleh birokrasi pubtik merupakan salah satu perwuiudiin dari
:-:: aparatur pemerintah sebagai abdi masyaraLt di samping sebagai abdi ne'gara' Pelayanan
ilurrlr,.: .i [public ,errricel oleh birofrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat
iliinLl.i-.:u komponen *rig" negara darisuatu negara yang berorientasi pada suatu kesejahteraan
i,r ,, iare stateJ. Sesuai dengan Undang-Undarig t'lomoi gZ T,hun 2004 tentang Pemerintahan
:,,i ada ai tubuh pemerintah itu sendiri. Aspek pelayanan dalam suatu organisasi memegang
-::,an yang sangat penting dalam *"n"rtukr., performa dap kredibilitas suatu institusi'
-.:..1-- zlari
ii ir,,,:ah, disebutkan bahwa' Pemerintah fotiTXaUupaten mempunyai kewenangan terbatas
ruiiiL..:n lingkup otonomi daerah, dalam memaksimalkin pelayanan yang berbasis keseiahteraani^Jk^ l^l^affi;;;*;il;;;; demikian sektor pelayanan kepada.masyarakat adalah prioritas dalam
*rr:-r:e4emahkan undang-undang yang dimaksud. Baik di pusat maupun di daerah, benang
llln,:r"h dari pola kebijakan yang seragam dalam mensiasiti birokrasi pelayanan sangatlah
rrfl,-.rti bagi kemajuanprogram pemerintah itU sendiri' Salah satu sektor pelayanan di bidang
,: :- erintahan tingkat ar*irr, di kota/lGbupaten adalah pelayanan di bidang proses periiinan'
Proses pelayanan di suahi daerah dlngan daerahyang lain mempunyai.pola tindak yang
-::da sesuai aengan kebiiakan Kepala daerah yang disesuaikan dengan kondisi di lingkungan
,:!,3r3k3t cii daerah itu. DiKabupaten Mukornulio, prGSCs pelayanan perilinan. diiayani dar'em
r.:ah satu pintu yu,rg U".raa daiam layanan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu IKPTSP'
,:da No 07 Tahun 2009).
Kantor ini diharapkan mampu untuk memperrnudah pelayanan masyarakat dengan
ii:rya memangkas sistim birokrasi yang kurang 
"f"rcif meniadi lebih 
ringkas' mudah dan
,,:arah dengan baik Kebijakan daiam-menetapkan dan menempatkan Kantor Pelayanan
' ::-padu Satu Pinfu ini, meniadi harapan dan tulang punggung pemerintah Kabupaten
, *ilomuko dalam rnemberikan pelayanrn dan mengakomodir kebutuhan masyarakat akan
,,.anislne peny"l"nggu.orn pror", periiinan, Narnun pola pelayanan dalam proses periiinan di
r,ukan paria suatu kc:tyataaii bahlrla at1.ii a iiit J;lir pelaksailaai 1;*lti*: sep*n'"lhny:'
. imbang dan selar as, artinya belum seluruh kegiatan pelayanan periiinan dilaksanakan sesuai
'apail dan mampu untuh mengakomodir keinginan rnasyarakat"
IIal ini tidah lepas dari beberapa kendaL rian ham6atan dalam mengimplementasikan
-?ra pola kebijakan yang telah ditempuh, pemahaman akan tuiuan awai organisasi dan
,mLrer daya manuria ying ilengawaki,lyr. S"ningg3 poll.pelayanan periiinan belum terlaksana
.cara optimat. Oari u.riln yalg telah dikemulakin di atas, penulis sangat tertarik untuk
*elakukan penelitian dengan ,-udul analisis Penerapan Perda 07 Tahun 2009 Tentang
TTw Manager Revieut
Analisis penerapan perda 07 Tahun 2009 Tenrang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan T;-: : :
Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (K: .
Kabupdten Mukomuko
RUMUSAN MASAIIIH
Berdasarkan uraian singkat tentang sistim pelayanan dalam mendukung pencatr3:'-
kinerja organisasi yang telah Jikemut<at<an oleh penulis di atas' maka permasalahan ]'a:t
diangkat dan dirumus[andalam penelitian ini adalah apakah penerapan Perda No 07 Tah--
2009 dari Kantor Pelayanan Terpadu satu Pintu di Kabupaten Mukomuko yang dilakul;a:
selama ini dalqm 
"pryi melayani kebutuhan 
masyarakat dilam memperoleh perijinan' tela:
dilaksanakan dengan baik? Dengan kata lain, p'koi< permasalahan atau fokus persoalan datra::
tesis ini adalah Bagaimana penerapan peida rro z Tahun 2009 Tentang Pembentuken
Organisasi Oan raf X".i" Kantor 




Suatu lembaga tentunya memerlukan badan/tubuh yang disebut sebagai organisasl"
Organisasi terbentulfkarena rdrny, kesamaan tuiuan yang dimiliki tiap anggota dan organisasa
merupakan suatu alat untuk pencapaian tuiuan dari orang- orang yang berada di luar organisasi
tersebut, sebagai suatu alaf untuk pencipaiarr tuiu-an, Sehingga Untuk itu organisasi harus
dibuat Fasional dalam arti kath harus hirurun dan beroperasi berdasarkan ketentuan-
ketentuan formal Jrn p".ititungan-perhitungan efisiensi' Organisasi merupakan suatu pola
keria sama antara orang-orang yang teiibat d{1m kegiatan-kegiaAn yang saling
berhubungan untuk menc-apai tuJuan tertentu [Yukl dalam Kasim, 1993 )'
Rumusan mengenai oiganisasi sangat tergantung kepada kolteks dan perspektif
tertentu dari seseorang yang merumuskai tersebut Dari beberapa definisi atau pembatasan
mengenaiorganisasii'.i,aapatdikemukakansebagaiberikut:
a. Dalam *"rr.rpri tuiuan pelayanan dalam ra.rgk mewujudkan pemerintahan yang baih
diperlukan f.u4"sarri, yang Uaitr antara pitrak-pihak dalam suatu kumpulan otang dalam
wadah organisasi y.rg diU.ntuk Kanior Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempakan
organisasi yang dibentukberdasarkan kebutuhan akan rasa pelayanan yang cepat' tepat dan
efiSien. Seperti pendapat para ahli lainnya mengemukakan bahwa sebuah organisasi
didefinisika.r rufrg"i rloi.tu. hulrungan kekuasaan dan kebiasaan orang-orang dalam suatu
sistem administrati 1O*igf,tWaldo, dalam Thoha' X9BB]'
b. Organisasi adalah suatu }iesatuan tentity)sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan
sebuah batasan yang relatif dapai diidentifikasikan, yang bekeria atas dasar yang relatif
terusmenerusuntukmencapaisuatutuiuanbersamaatausekelompokfuiuan
[Robbins,20O2).
c. organisasi sebagai suatu kesatuan sosial dari kelompok mqnusia, yang saling berinteraksi
menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan
tugasnya masing-masing yang sebafri suatu kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan
mempunyai batas-batas yang ielal, sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari
lingkungannYa { Lubis dkk, X9B7 }"
d. Prinsip dan desain organisasi menurut Henry Fayeii adalah : uJ" Pembagian
Kerjafspesialisasi" [2]. Wewenang Atasan untuk memberi perintah dan di iringi tanggung
jawab. [3). Disiplinietragai tata aturan organisasi yang wajib ditaati pekeria' [4J' Kesatuan
komando, pe*nutr han-ya dari 1 atasan. [5). Kesatuan arah, serylua aktifitas anggota
kelompok untuk tuiuan yang sama dibawah seomng manaier dengan sebuah rencana' [6)'
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komunikasi harus sesuai urutan walau dalam kondisi tertentu bisa terjadi komunikasi
silang. [B). Keadilan dan stabilitas masa keia para pekerja'prinsip dan desain organisasi yang telah disampaikan oleh Henry Fayol, telah membagi
menjadi e aspek rnuatan terhadap apa yang disebut dglggn organisasi. Disisi lain, diielaskan
bahwa suatu organisasi akarr dapit berjalan dengan baik bila memperhatikan beberapa prinsip
meliputi : [a). Perumusan tujuan yang jelas. [b). Pernbagian tugas dan pekeriaan. [c). Delegasi
kekuasaan. [d). Rentangan kekuasaan. (eJ' Tingkatan pengawasan' t0'Kesatuan perintah dan
tanggung jawab. (g). Koordinasi'
-iari- Leberapi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi sesungguhnya
merupakan kumpulan manusia yang diintegrasikin dalam suatu wadah keriasama untuk
menjamin tercapainya tujuan-tujuan yang ditentukan'
Tata Keria PelaYanan
Pengelolaan dari suatu tata keria pelaydnan umuln diatur dalam Keputusan Menteri
Negara pJmberdayaan Aparatur Negaia ifo gf Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana
pelayanan Umum. pedoman tata laksana pelayanan umum atau tata laksana pelayanan ini
mdrupakan dasar yang melekat dalam melaksanakan uraian kegiatan di Kantor Pglayanan di
masing-masing wilayah otonomi kedaerahan'
Disisi lain jugi bahwa dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 5a3/293L{PUOD
perihal petunjuk tehnis pelaksanaan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1996
Tentang Buku petuniuk Pelayanan Perizinan Terpadu. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor S0Z/tZS/pucin perihil pembentukan Unit Felayanan Terpadu Perizinan di Daerah dan
peraturan ierundangao dan pedoman petuniuk lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah
terkaitan dengan peningkatan pelayanan publik
Mgmperhatikan peraturan perundang-undanqan dan kebijakan dari pemerintah tersebut,
menurrjuklin arah t<eUilat<an pelayanan puUtit adalah untuk niewujudkan pemerintahan yang
baik Diharapkan aengan m".,ij.-e, pelayanan kineria yang baik dapat memperbaiki citra dan
meningkatkan kualitai layanan.Sehingga pada giliranrtya mampu mewuiudkar kgpemerintahan
yrng #it dan dipercaya oleh *rryarik rKaitannya dengat hal tersebut, maka Kantor PTSP
didalam melaksanakan operasionai kegiatan tata i<eria pelayanan tetap meruiuk berdasarkan
'koridor dan rambu-rambu yang dimaksud.
Pelayanan
a. Konsep pelaYanar:
Kata pelayanan selama ini banyak diketahui dan dimaknai sebagai suatu aktifitas dari
produk oleh pelaku usaha kepada publik Kata pelayanan atau iasa ataa seruice memiiiki
makna yang beragam. Tergantung substansi {ari. obyek kalimat dan penyerta yang
mendampinglnya. balam Uut"r yaig bedudul "Service,Quality and Satisfaction", Chandra
(2 O O 5 : r S 2), menguti p beberapa pengertian pelayanan (seruice);
1. Menurut fohni tigggrsrl, r".rrl garis besar konsep seruice meliputi definisi utama,
industri, output atau penawaran lproduk intangible lebih berupa aktivitas daripada
r-rtryel< fisikJ. nlnn *.or*= iinteraksi personal, kineria dalam arti luas, dan pengalaman
layananJ. Terdapat perbedaan yarg sangat signitikan antara perspeklif jasa dan
perspektif Customer ierhadap konsep setvice. Bagi perspektif jasa merupakan proses
yang terkait dengan operasi lasa sedangkan perspeietif cosfirmer Inempersepsikan iasa
sebagai fenornena atau bagian dari pengaiamall"
2. Lovelock dkk {ZA1a:Za-iSJ mengen*Xrku, tentang perspektif pelayanan adalah
sebuah sistem yang terdiii atas 2 komponen utama yaitu: [1)' Operasional [2)'
Penyampaian jasa {service delivery) Elemen-elemen dirakit, dirampungkan dan
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adalah bagaimana proses pelayanan itu diiakukan dan apa hasil dari proses p. -. .
itu sendiri.
b. Konsep pelayanan publik
Pdayanan umum selama ini diketahui sebagai pelayanan dari seseorang [dalam :-*",r;
lingkup kecilJ maupun suatu organisasi fdalam lingkup besar), yang disampaikan :.: ] rililiiii
orang lain baik dalam bentuk barang maupun jasa, dengan harapan bahwa dengan : : I -:rr,irlil
layanan tersebut pihak-pihak yang terkait dapat menuntaskan suatu tuiuan akhir.
Peiayanan umum atau yang sering disebut dengan pelayanan publik dapat diar:*;a
sebagai pemberian layanan untuk keperluan orang atau masyarakat yang mempi-In'r,E
kepentingan p4da organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang Le,id
ditetapkan. Pelayanan pubtik yang profeSional , artinya pelayanan puhlik yang dicirum
oleh adanya akuntabilitas dan r.esponsibilitas dari pemberi layanarr [aparatur pemerintatr.,,
dengan ciri sebagal berikut : (1). Efekdf. (2).Sederhana. [3). Keielasan dan kepa*m
(transparan). (4). Keterbukaan. [5). Efisiensi. (6). Ketepatan waktu. [7J. Responsif. it'1.
Adaptif , fTjiptono dkh2005 : 132-135]
Di samping itu, pelayanan puhlik akan terasa dampak dan manfaatnya manel:eE
layanan tersebut secara bpik dan berkualitas. Pelayanan yang berlmalitas tergantung dar:
sistim yarrg standar yang diciptakan untuk kepentingan publik Kualitas pelalanan adaLarn
salah satu unsur penting dalam organisasi iasa. Hal ini karena kualitas pelayanm
merupakan salah satu dlat yang digunakart untuk mengukur kinerja organisasi iasa (Hops
dan Muhlemann,1997). Oleh karenanya, kualitas pelayanan harus mendapatkan perhatiaru.
yang sangat khusus dan serius dari rhanajemen organisasi iasa. Untuk menetapkah kualitas
pelayanart yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi iasa, terlebih dahulu organisas
tersebut harus rnempunyai hriuan yang jelas.
Berbagai definisi diberikan. oleh para ahli terhadap kualitas pelayana.r
Pasuraman eL All [1988:11) mengartikan kualitas sebagai suatu sikap, berhubungan
namun tidak sama denlan kepuasan, yangmerupakan hasil dari perbandingan antan
harapan dengan kinerja aktual. Namun demikian bahwa kualitas pelayanan dan kepuasan
dibentuk dari hal yang berbeda. Sehingga secara umum definisi kualitas pelayanan harus
memiliki dan memenuhi harapan-harapan pelanggan (customer) dart memgaskan
kebutuhan mereka. Wal{upun defirtisi ini berorientasi pada konsumen, tidak berarti bahn'a
dirlafn menentukan kualitas pelayanan penyedia jasa harus menurufi semua keinginan
konsumen. Dengan kata lain, dalam menet{pkan kualitas pelayanan, perusahaan hants
:rrempertimbangkan selaln untuk memenuhi trarapan-ha!-apan pelanggan, luga tersedianva
sumber daya dalarn suatu organisasi pernerintahan.
Kerangka Analisis
Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka kerangka analisis yang digunakan
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d. Standart Pelavanan Minimal
Camtrar 1. Kerangka Anatrisis
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Felaksanaan Penelitian
Fokus penelitian telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan
relibatkan responden dari beberapa populasi [erkait dengan penerapan Peraturan Daerah No 7
ehun 2009 Kabupaten Mukomuko. Penelitian di arahkan kepada hasil pelaksanaan penerapan
,eraturan Daerah dan realisasi yang terah diiaksanakan selalna lni. Hasir pr:;:eiiriair lang rc):h
:rlaksanakan, ditemukan beberapa temuan yang bervariatif sehubungan dengan pelaksanaan
-enerapan Perda Yang dimaksud'
Pelaic;anaan lenelitian dilaksanakan pada tanggal 19 tlktober sampai dengan 
2B
)iopember 2009" SeUetum memfokuskan penelitian teinaAap Kantor PTSP sebagai obyek
:enelitian, Penelitian diawali dengan melakukan wawancara dengan beberapa 
perusahaan






Perda No 7 Tahun 2009
Analisis Penerapan Perda 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organgasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayan:" - : *
Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomuko
Karakteristik Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatert Mukorngko
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terletak di kompleks perkantoran dinas Ka:-:. .
Mukomuko, Kelurahan bandar Rafu Kecamatan Mukomuko,'200 m dari kantor:-:,r
Mukomuko. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko, didirikan dan : 
-;
beroperasi pada bulan September 2008 , yang akhirnya berdasarkan Peraturan Daerah l*: -
Tahun 2009, Tertanggal 9 Februari 2009 Kantor tersebut di kukuhkan sebagai lia-n,m-
Pelayanan Teppadu Satu Pintu.
Sebagai Kantor dinas, berfungsi pafla se}<tor yang bergerak di bidang pelai':x:n-
terbentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan sm,
non perizinan. Kedudukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan dibawah cam
bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko melalui Sekretaris Daerah fSekdal Kabupaterc
Mukomuko. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan adanya Peraturan Daerah lio -
Tahun 2009 mempunyai tugas dan peranan sesuai dengan yang tersirat dalam Undang-undans
No 32 tahun 2004 tentang Pemerirttah Daerah. Pemerintah sebagai salah satu lembaga biroh:as,
yang mempunyai tugas salah satunya adalah dibidang pelayanan publik Dibidang pelayanam
publih Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko telah menindak lanjuti dengan membentuh
suatu organisasi dan tata kerja kantor pelayanan yang bertugas melayani masyarakat dibidamg
perizinan maupun noh perizirran.
Karakteristik Responden
Responden yang diminta keterangan untuk penelitian ini terbagi atas 2 obyek sasaran
Sasaran perLama adalah selUruh pegawai kantor yang berjumlah 1B oran& terdiri dari pejabat
struktural, fungsional dan staff lingkqp Kantor PTSP. Dari 21 orang yang dijadikan responden
di pisahkan dari unsur pimpinan sebanyak 4 orang dan sisanya diambil dari unsur stalf
pegawai kantor FTSP. Responden yang Iain adalah responden yang di arnbil dari masyarakat
pengguna jasa layanan. Responden diambil sebanyak 5 Perusahaan sebagai masyarakat
perigguna iasa pelayanan di Kabupaten mukorrtuko. Penelitian dilaksanakan rnelalui kuisioner
dan wawancara terhadap para pegawai di Kantbr KPTSP dan masyarakat pengguna jasa
pelayanan kantor KPTSP di Kabupaten Mukomuko. kuisioner disampaikan pada saat awal
penelitian dilaksanak?n. Pelaksanaan wawansara dilakukan seteldh rnelihat data dalam
dokumen yang berkaitan secara langsung ataupun via telekomunikasi. Pada saat dilakukan
penelitian dan pengambilan keterangan,dari 21 pegawai, unsur pimpinan sebanyak 4 orang
telah diambil keterangan. Selebihnya dari L7 pegawai staff yang bisa diambil sebagai.responden
hanyp 12 orang saja" Hal ini karena responden 3rang akan diamhil keterangan be:halangan
hadir karena sakit dan dinas luar.
Pemhahasan
Dari penelitian yang dilakukan terhadap responden sesuai hasil analisis deskriptif jawaban
responden terhadap variabel penelitian diketahui bahwa rata-rata responden yang berasal dari
unsur pimpinart dan pegawai mernpunyai iawaban setdju terhadap pernyataan kuesioner yang
telah diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan yang telah diajukan sesuai
iiettgan keadaan respone{*n yang s*br:narnya. Adapui: varia!:el-va:"iab*! yang ,3! ukr,ir arlalal,:
Organisasi I Meliputi : Tim tehnis dan iatratan fungsionalJ dan Tata Keria I Meliputi :
Penyederhanaan pelayanan, penyelenggaraan ,SOP dan SPM]. Rata-rata responden yang
berasal dari kalangan pegawai memahami tentang ketentuan organisasi dan rata kerja
pelayanan yang diatur dalam Perda No 7 tahun 2009. Namun ada beberapa item Lraik dari sisi
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Satu Pintu (KPTSP) Kabupaten Mukomukrt
llllttilmrrm;,, : ari dan mencermati hasil penelifian melalui penglmiian dokurtren dan administrasi
r :'l-SP Kabupaten Mukomuko, bahwa setelah dikaii lebih mendalam, ada beberapa
r j,?-lig ditemui. Fakta penelitian lebih lanjut diuraikan sehagai berikut dibawah ini.
uk 0rganisasi
i,::;uk organisasi yang di terapkan dalam pelaksanaan operasional Kantor PTSP
,ilflf,ltttiitiiilu;a; :pe organisasi iini dan staff. Hal ini bisa dilihat dari benruk organisasi yang
rilfltrrrnrrprr-.,,i:-::n relatif besar dan tidak terlalu sederhana.
" . :i:: segi jumlah pejabat yang memegang kekuasaan bentuk organisasi di Kantor PTSP ini
i,r:;-ah termasuk organiiasi- berbentuk hinggal karena kepala atau pimpinan berada
th.an'ah satu orapg. Segala kekuasaan, tartggung jawab berasal dan bersumber dari
rri"g,ala atau pimpinan.
,, l;i.:i segi laiu tintas kekuasaan dan tanggung jawab serta hubungan kerja berbentuk
:rganisisi lin[ dan staff. Di tinjau dari tipe organisasi yang berbentuk lini dan staff
:erri.apat pembagian kewenangan sesuai dengan spesifikasi lingkup pekerjaan yang
r*akukan dimana kekuasaan, tanggung jawab, sera ialahnya komunikasi dari kepala atau
rmpinan secara lurus dilimpahkah sepenuhnya kepada pejabat yang memimpin unit
:-i-lam bidang tertentu yang berada dibawahnya yaitu kelompok iabatan fungsional, Tata
*saha, Seksi Promosi, Seksi Pelayanan dan Perizinan, Seksi PengembangaR, pengawasan
:an pengendalian. Dari kepala Lagian di bawah pimpinan metnpunyai wewenang dan
rrelarasaan terhadap bidangyang di pimpinnya.
r fari segi unsur administrasi ofganisasi, karena unsur administratif dalam organisasi
="*prL, hal yang penting ba$ setiap usaha keriasanta untuk mencapai tuiuan, urak4;rganisasi di Kintor PTSP merupakan suatu proses penentuan bentuk dan pola dari
sesuatu kelompok atau lembaga yahg wujud dari kegiatannya meliputi pembagan kerja,
pembatasan tugas-tugas, pembatasan kelalasaan dan tanggung iawab qerta pengatqran
irubungan anta; bagi;n didalam lembaga atau badan yang bersangkutan- Pada inshnsi
pemeri'ptah seperti-pada organisasi kanlor PTSP, dalam proses pencapaian tuiuan tidak
iepas dari permasalahan internal, Dalam administrasi terdapat unsur-unsur yang sangat
dilutuhkan oleh suatu usaha keriasama dalaim proses pencapaian tuiuan yang diingink'an
bersama. Dengan dilakukannya unsur,unsur administrasi tersebut maka akan
mempengaruhi berhasilnya kinerja suatu kelompok dalain pencapaiat'r tuiuan, Organisasi
*u..,--pal.in salah satu unsur adminislrasi yang dimaksudkan dlatas. Oleh karena itu
organisasi harus diterapkan dan dilakukan sebaik n:.ungkin. Secara pengelolaan
adminisfratif trahwa organisasi pada Kantor PTSP belum melakukan perubahan dan
perbaikan organisasi. Walaulrun seiring dengan bertatnbahnya pola kehiiakan dan
Lanyaknya mnrutan pelayanan, organisasi dapat berulang kali melakukan perubahan
o.g"risaiional dan perencanaan sumber daya manusia agar tuiuan dan sasaran dapat
dicapai secara efektifdan efisien.
4. Secara yuridiktifi, bahwa Perda No 7 Tahun 2009 telah mengakomodir beberapa
kepentingan dan tujuan organisasi yang telah dibuat secara rasional , disusun dart
U"iopurari berdasarkan ketentuan-ketentuan formal dan perhitungan-perhitungan
efisiensi. Organisasi merupakap suatu pola kerja sama antara orang'orang yang
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk
mencapai tgiuan tertentu. lrlarnun tiriak disebutkan dalarn organisasi tersebut tentang
peranan peiabat yang meinberikar reward and punishmenL
AspekTehnis
Sebagai Lembaga T'ehnis Daerair dan Sebagai unsur pendukung Kepaia Daerah, dalan"r
perrla f.lo 1 Tahun -ZDB} disebutkan bahw'a organisasi tersebut telah rnenyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah yang bersifut spesifik berbentuk kantor. Kantar PTSF adalah
suaru organisasi dan lembaga untuk mewuiudkan kebijakan pemerintah dalam upaya
pendekatan pelayanan yang baik kepdda masyarakat pen8usaha.
rteMonaser**.tffm
rlnalisrs Penerapan Perda 07' Tahun 2009 Tentang PentbenLttkan Organisosi Dan Tata Kerja Kantor Pel*': -'
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Kantor Pelayanan terpadu Satu Pintu secara tehnis telah tersusun dan ::-
berdasarkan ketentuan-ketentuan forrnal dan perhitungan-perhitungan efisiens- '-.,'
PTSP mempunyai kewenangan penuh dalam urusan bidang perizinan dan non p:::"-,
Artinya bahwa kantor P'I'SP diberikan kewenangan dalam hai mengurus dan n:-::,,iinrrl
lanjuti segala bentuk penerbitan perizinan maupun non perizinan. Henry Fayol (1::- :-
mengatakan bahwa prinsip dan desain organisasi salah satunya adalah adanya pei:,::siumml
kerja dan wewenang pimpinan untuk memberi perintah yang diiringi tanggung 3li,i':&rtr
Kantor PTSP secara riil telah melaksanakan tugas sebagai unsur penunjang pern:::rmaMr
Kabupaten Mukomuko.
Secara adminstratif, bahwa organisasi pada kantor Pelayanan terpadu Satru F.mmrur
tersebut telah dibuatkan pembagian tugas, kewenangan, hubungan koordinasi dan segahu
sesuatu yang berhubungan dengan masalah keorganisasian. Namun ketika berkaitan dempr
masalah aplikasi tehnis penyelenggaraan fungsi organisasi pelayanan, hal ini herlrm
terakomodir. Akibatnya secara tehnis adalah adanya pembebanan kerja pada sub-sub sehnm
organisasi bagr pelaksana yang mengawasi. Sehingga apa yang dinamakan deoW
pembagian kerja secara spesifik belum bisa terpenuhi. Kelompok sub-sub tehnis 1qi
tergabung membentuk suatu kerjasama dalam wadah tim tehnis merupakan salah sam
wujud upaya mendukung percepatan pelayanan.
c. Aspek labatan FungSional
Berdasarkan dari hasil jawaban responden bahwa Kantor PTSP belum sepenuhnS'n
mengakomodir dan menempatkan pegawai sesuai jabatan fungsional termasuk didalamnya
kelengkapan kbahlian dan atau ketrampilan yang bersifat mandiri belum dijadikan dasr
untuk menduduki jabatan fungsional. Hal ini seiring dengan bebefapa pernyataan respondet
di kalangan masyarakat pengguna jasa pelayanan yang mengeluhkan tentang komposisi data
pejabat yang berwenang mengeluarkan rekomerldasi rnelalui sistim satu pintu. Dalam suau
ketentuarl organisasi yang sehat
d. Aspek Penerapan Susunan Organisasi dan Tatakeria Kantor di tiniau pada azas-azas
organisasi.
Bentuk organisasi yang ada di Kantor PTSP, dalam penerapanhya terhadap asas-asas
organisasi secara parsial sudah diterapkan dan dilaksanakan. Indikasi dan penerapan
terhadap asas-asas tersebut antara lain:
L. Pemenuhan Asas Perumusan Tujuan Dengan f elas
Tujuan organisasi tersebut sudah jelas yaitu untuk mencapai hasil keria yang baik tanpa
adanya simpang siur dalam melaksanakan tugas. Dapat terlihat dalam Visi dan misi Dari
Organisasi yang terjabar dengan ielas.
2. Pernisahan Oi;ganisasi Sesuai Asas Departemenisasi
Pada organisasi di kantor PTSP ini pengelompokan serta aktivitasnya terpisah dalam sub-
sub Seksi. Misal pada Seksi Pelayanan dan Perizinan yang mengelola segala bentuk proses
perizinan dari mulal mengumpulkan dan urertgolalt data hingga melalaanakan
pengawasan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Tehnis. Seperti iuga pada
Seksi Promosi, Dokumentasi dan Pelaporan.
3. Ketentuan Organisasi Dengan Adanya Asas Pembagian Keria
Pada Azas pembagian kerja ini, kantor PTSP belum melaksanakan tugas pekerjaan
berdasarkan Seksi yang ditempatinya. Hal ini tentu bertentangan dengan azas pembagian
kerja. I-'akta dokumen rian beberapa penjelasan rlari resp+nden mengEan":barkan hahrsa
secari{ umum bahwa organisasi ini telah berjalan sesuai dengan apa yang menladi visi dan
inisi. Namun pada sisi pembagian kerja khususnya labatan, ada betrerapa pegawai yang
rnerangkap iabatan karena terdapat kepala seksi daiam organisasi tersebut belum terisi.
4. Pelaksanaan Kamunikasi Kegiatan Melalui Asas Koordinasi
Koordinasi di Kantor PTSP ini relatif mudah karena bentuk dari orgartisasi relatif
sederhana dan kecil sehingga dalam pengkoordinasian tidak mengalami hambatan yang
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flflllililriir;-rL--:::n tugas dan fungsinya dengan baik karena terbatasnya aktivitas kerja dalam
,irrrriurL.ii :ieang. Namun Pada organisasi Kantor PTSP ini belum sepenuhnya menerapkan
llllllrmn:u:* F.akor [Rapat Koordinasi), dalam upaya penyempurnaan dan penyederhanaan
ililI']r'S;rr 
" 
l3Si Can tatakerja Kantor PTSP sehingga dapat berjalan dengan baik.
,rr,-: ,r Iir3rrg?n fabatan Organisasi Sesuai Asas Pelimpahan Wewenang
rrrr,h,:,::ehan hak untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan dari pucuk pimpinan
riir ,: *r-rn dengan jalan pemberian intruksi langsung terhadap penanggung jawab dari
r,irrti,,,::*: Seksi yang kemudian diteruskan kepada seksi dibawahnya guna menjalankan
rr;'r.ii-nt:a. Dengan demikian penyempurnaan dan penyederhanaan organisasi dan
;r;-.::rja kantor PTSP dapat berjalan dengan baik
turu.s R entangan Kontrol
I.;',';ahan pada setiap Seksi ini langsung dipimpin oleh kepala atau penanggung jawab
;,*rs:" Misal pada bidang Promosi,Dokumentasi dan Pelaporan,di kepalai oleh penanggung
p,nn ah bidang itu sendin. Sehingga dalam kegiatan kontroling pimpinan atau kepala
; *ranisasi tinggal berkomurlikasi dengan para penanggung jawab/ seksi bidang masing'
::,zutng.
1":?nya Lingkup dan Batasan Sesuai Asas feniang Organisasi
-:gkatan-tingkatan organisasi pada kantor ini sudah jelas dan ideal karena pejabat
:"*gas dan we\ /enang sudah mentrrut kedudukannya dari atas sampai bawah serta dalam
;,enap tingkatan telah ada penghubung yang membawahi dalam setiap organisasi.
rsas Kesatuan Perintah
;;kta di lingkungan internal Kantor PTSP bahwa pada pelaksanaan tugas setiap pegawai
::nya menerima perintah dan tanggung jawab dari atasannya saja. Misalnya Tim Teknis
:ada Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian hanya melaksanakan tugas
:an perintah dari Penanggung jawab yang dikoordinator oleh Seksi Pengembangan,
Fengawasan dan Perrgendalian saja, sehingga tidak boleh melaksanakan tugas dan
perintah dari Seksi lainnya. Begitu halnya pada sebaliknya Bidarrg lainya juga hanya boleh
::remberi tugas dan perintah pada pegawai yang satu bidang. Sehingga koordinasi akan
.ebih mudah dilakukan dan semua pekerjaan dapat terlaksana dengan baik Asas kesatuan
perintah ini telah diaplikasikan dalam pelaksanaan operasionalisasi kegiatan internal
organisasi Kantor PTSP Kabupaten Mukomuko.
As as Kelenturan/Flexibility
Karena dalam struktur organisasi Kantor PTSP Lrelum seluruhnya di isi oleh pegawai yang
r:ernenuhi persyaratan iabatan, maka ada kebijakan untuk dituniuk pegawai yang
merangkap jabafan itu. Disisi lain Struktur organisasi pada Kantor PTSP Kabupaten
i'lukomuko belum mempunyai kemampuan untuk dapat tnenyesuaikan diri dengarr
perkembangan informasi atau tuntutan keinginan masyarakat akan kecepatan dan
ketepatan pelayanan sehingga organisasi ini belum bisa teruii apakah dapat mudah
rumbuh dan berkerirbang.
10. Asas Keseimbangan
Organisasi pada Kantor PTSP Kabupaten Mukomuko relatif seimbang karena organisasi
dapat ditempatkan sesuai tlengan peranannya dan tugas yang diembankan pada masing-
masing bidang dan dapat terlaksana.
Hasil temuan penelitian pada aspek organisasi di Kantor PTSF responden menilai
.Jcara umunl banwa penerapan struktur organrsasi sesuai kedurir"rkarlljaiiatan dan tlrgas
rerjalan baik. Hal ini bisa dilihat melalui persepsi nilai unsur pimpinan dengan skore 3,57
.,a1g aytinya traik Demikian halnya melalui persepsi staff pegawai yang menilai organisasi
i:antor PTSP dengan skore 4,23 yang trerarti sangat baik"
Ada sedikit perbedaan persepsi antara unsur pimpinan dan staff pegawai kantor PTSI],
nal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : (11. Pemahaman umum tentang
ketentuan organisasi. (2J. Pengalaman keria. [3]. Pengalaman pendidikan.
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Walaupun pada persepsi pimpinan yang menilai bahwa organisasi di Kani:
nilainya baik namun ada hal-hal yang perlu di optimalkan dalar';r hal keah,-.-
ketrantpilan individu yang dijadikan dasar untuk menduduki jabatan fungsional. F":.
ini, persepsi pimpinan memberikan nilai 3,25 yang berarti cukup bailq yang artinl'a :..: *
bagi pegawai kantor KPTSP yang akan menduduki jabatan fungsional maupun :::'r:lxl
diharapkan mempunyai kekampilan dan keahlian sesuai dengan bidang tugasnya, t;:-Elrm
harapan ada peningkatan pada segi organisasi kearah yang baik atau lebih baik.
Tata Keria
Secara umum bahwa para responden menilai hahwa tata kerja pada kantor PTSP st$fie
berjalan dengan baik Persepsi pimpinan rhenilai bahwa tata kerja pelayandn di kantor FTF
mendapat skore seiumlah 3,52 yang artinya baik Sedangkan melalui persepsi staff pAamo
menilai bahwa tata keria mendapat skore 4,31 yang artinya baik sekali. Persepsi dari uryur
pimpinan dan pegawri 
-u*punyai nilai yang sangat berbeda. Hal ini dipengaruhi oldu
teUerapa faktor, 
".rt 
o lain : [1). Tingkat pendidikan [2). Tingkat kemampuan dan ketrampilhrar'
i5kil4 masing-masing individu tl). Tingkat pengalaman keria daru (4). Penggasaan 'tm'
pemahaman ilmu berkaitan tentang materi portanyaan yang diajukan.
a. Penyederhanaan Pelayanan
1. Melatui persepsi pimpinan dan staff pegawai dalam hal ppnyederhanaan pelayana"n"
memberikan ikorl se;umlah 4,75 yang artinya baik sekali. Perlu diketahui belsarn''
bahwa penyederhanaan pelayanan dengan aplikasi waktu yang singkat, sdcara relanr
dapat ai i*ptu*entasikan namun demikian dalam hal-hal tertentu belum dapm
,liliksanakan sepenuhnya oleh kantor pelayana4 yang dirnaksud. Indikasinya adalal"
bahwa ketika maiyarakat pengguna iasa pelayanan mengurus seluruh periiinan di kantor
tersebut belqm seluruh keinginan masyara\at terakomodir,walaupun pefilgas mampu
untuk menyelesaikan secara hnggap dan cepat melalui mekanisme yang sederhana
Namun pada kenyataannya bahwa penyederhanaan pelayanan yang telah di konsepkan
dan telah di atur dalam peraturan Bupati No ll tahun 2009 belum bisa mengakomodasi
kebutuhan masyardkat Hal ini sangat beralasan karena ada beberapa item kegiatan yang
dilakukan t npi melalui proses atau mekanisme yang telah di tetapkan qleh khntor PTSP'
2. prosedur sta;dar se.ari administratif belum diaplikasikan, Namun detnikian bahwa
secara umum bahwa mekanisme tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan sesuai
dengan ketentuan yang tersurat dalam tata kerja yang termaksud dalam Perda No 7
Tahun 2009. Para pegawai pelayanan terdepan {Front officei) memberikan penerangan
yang berupa informaii drn kefelasan lain berhubungan dengan prosedur perolehan
periJinan. Namun ketika proses perizinan memerlukan instansi lain dalam hal pemberian
rekomendasi, petugas pelayanan di kantor PTSP tersebut tidak dapat memberikan
gambaran rinci bagaimana prosedur yang semestinya di ikuti. Hal ini yang mengganggu
dan bertolak belakang deqgan prinsip penyederhanaan pelayanan'
Transparansi biaya pg.irin , dan nbn perizinan telah dilaksanakan dengan baik Salah
satu blntuk transparansi tentang biaya perizinan dan non perilinan telah disosialisasikan
dengan harga y2ng telah ditetapkan oleh kantor PTSp. Hal ini sangat memudahkan bagi
mas= arakat penggun, jasa dalam mengajukan permohonan untuk rnemperoleh perijinan
yung din uksud. 
'I{amun 
de;r'rikian batrwa pada sltuasi tertentu, tidak sernua biava
perizinzrn dapat ditaksir" Hal ini disebabkan bahwa untuk memproses perizinan tertentu,
kantor PTSp tidak bisa menaksir akibat biaya yang timbul kareha rnelibatkan
instansi/dinas lain. Hal ini karena Kantor PTSP tidak bisa bekeria sendiri tanpa ada
rekomendasi tehnis dari dinas lain yang selama ini bekerjasama.
b. Penyelenggaraan Pelafanan Terpadu Satu Pinhr
penyelenggaraan pelayanan terpadu safu pintu belum seluruhnya dapat di
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temukan beberapa. kelemahan berkaitan dengan tehnis penyelenggaraannya. Fakta
penelitian bahwa masih ada kantor dinas diluar dari kantor PTSP yang masih mempunyai
ku**n"r,grn dalam memberikan rekomendasi dalam hal penerbitan ijin. Hal ini berarti
Kantor PTSP bukanlah kantor satu-satunya yang membantu kepengumsan rnasalah
perizinan.
r:, Irnplementasi Standard Operating Prosedure [SOP)
Implernentasi standard operating procedure menurut persepsi pimpinan mempunyai
nilai rendah dengan skore 2,50 yang berarti tidak baik Berdekatan dengan hasil persepsi
pimpinan, staff pegawai menilai bahwa implementasi SOP mempunyai skore 2,66 yang
L*.r.ti cukup Uaitc ttitai yang rendah ini tentunya berdampak pada mekanisme tata kerja
pelayanan baik secara interrial maupun eksternal.
- prosedur tetap perizinan (SOPI sebagai pedoman sebagai piranti lunak pelaksanaan
kegiatan belum di buatkan secara implisit dan komprehensif. Hanya mengikuti ketentuan
palal-pasal yang ada dalam peraturan perda. Karena dalam ketentuan dalam perda belum
*"rrgikornodi.i".a.a khusus tentang standar prosedur, yang m-engaki-batkan belum ada
pijakan baku pelaksanaan piiakan prosedur pelayanan secaYa standarL Standarisasi belum
dibuat secara mendetail tentang apa, siapa, bagaimana dan bilamana seharus[ya pelayanan
tersebut dilakukan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan prinsip tdta keria pelayanan
dimana tata kerja pelayanan harus d.ilaksanakan secara Efektif, keielasan,keterbqkaan,dan
kepastian [transParan).- 
Meskipun Standar prosedur hanya tertuang dalam ketentuan peraturan Bupati,namun
dalam pelaksanaan gpeiasional Kantor PTSP hal ini belum dilaksanakan, mengingat bahwa
dasar administrasi mengenai ketentuan Standart operating procedure belunr dibuat secara
implisit daneksplisil
d. Mekqnismekoordinasi
pelaksanaan mekanisme koordinasi intertral dan eksternal, 4plikasinya belum ielas.
persepsi pimpinan rnenilai dengan skore 2,25 yang artinya tidak baik Sedangkan persepsi
pegawai nreililai dengan skore ?,LG yangberarti tidak bailqhampir sama dengan persepsi
piripinan. Hal ini sanlat befpengaruh terhadap Hnerja pegawai dan komplain masyarakat
berkaitan dengan percepafan proses perizinan.
l(eirlginan masyarakat yang rlemandang bahwa kantor PTSP hisa cepat mengurus
permohoian dan penerbitan ijin dalam waktu relatif cepa! narnunpada realisasinya tidak
ierwujud seperti yang diharapkan. Dernikian halnya, bahwa staff pegawai kantor PTSP
belum bisa- rnengakomodir keinginan masyarakat tentang percepatan penyelesaian
permohonan periiinan, namun justru kendaia berasal dari instansi/dinas lain yang
rnemberikan rekomendasi.
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Organisasi dan Tata Keria Pelayanan
Secara umum keorganisasian dan tata keria pada orgahisasi Kantor PTSP tersebut sudah
berialan lancar dan sesuai derrgan prosedur danteiah dipahami oleh pegawai. Namun demikian
terdapat beberapa hal yang masih perlu diperhatikan terkait dengan hal-hal tersebut antara
lain:
a. perbedaan latar belakang pendidika*, pengalaman, jabatan dan skill berdarnpak pada
penilaian yang br:rberla ilaik rian segi nrganisasi {itaupufi tata ke{a- P-ersepsi baik rlari
unsur pimpinan dan staff pegawai ndak sama dalam menilai organisasi dan tata keda bila
iiihadapkan pada latar helakang yang dimaksud'
ii. Kenrlala iain, saiah satunya ndutuh kendala kerfa yang terletak pada pihak ekstern
organisasi yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang kurang memperhatikan
keberadaan Kantor KPTSP. Padahal keberadaan kantor PTSP bagr mereka sangat
diperlukan untuk percepatan pelayanan'
The Manager RcUieut
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c. Minimnya jumlah pegawai yang ada dengan kemampuan dan tugas yang harus
dikerjakannya. Sehinggi b.bu.rp, program kerja yang telah direncanakan belum terlaksana
sesuai dengan targetiiau tepatwaktu. Manakala organisasi yang sederhana ini tidaksegera
dibenahi dan diliksanakan dengan baih tidak segera direalisasikan sesuai dengan tujuan
organisasi dan tidak segera di awaki oleh pegawai yang memenuhi persyaratan, maka sulit
u.rtrt mewujudkan p"lryunun yang optimal. Hal ini sangat beralasan, karena pelaksanaan
koordinasi di lingkungrn K.nto. PTSP, reiatif mudah karena bentuk dari organisasi relatif
sederhana dan kecil. Sehingga dalam pengkoordinasian tidak mengalami hambatan yang
berarti. Untuk itu, pimpinan segera mengambil langkah agar hal tersebut di setiap bidang
yang mempunyai p"rrrrggrrng iawab dapat melakukan tu$as dan fungsinya dengan baik
'set irgg" tlrUitasnyu utriuitur kerja dalam setiap bidang dan kerja tiap bidan8 {apat
dijalankan dengan iebih optimal. ii*an" pekerjaan akan lebih fokus, pegawai bekerja
sesuai dengan feahliannya dengan demikian penyederhanaan dan penyempurnaan kerja
dapat tercapai.
d. Dukungan sumber daya yang masih sangat terbatas untuk menyebarkan fungsi jabatan
,u.r.r!.ofesional serta untuk me.rgatasi dinamika tantangan tugas di bidang pelayanan
publik. Keterbatasan dukung.n ,u*6", daya manusia ini tidak hanya pada kualitas tetapi
juga kwantitas dengan lumtatr pegawai sebanyak 2L orang pada Kantor PTSP menangani
berbagai penga;uarip.or.r perizinan dan non perizinan di bidang pelayanan. Belum lagi
untuk tugas rutin dimasing-masing seksi yang ada, maka keterbatasan dukungan sumber
daya manusia diatas tampat< set<iti bila dibanding dengan luasnya lapangan tugas dan
beiatnya pekerjaan. Luasnya lapangan tugas dan beratnya tanggung jawab di lingkungan
Kantor pTSp antara lain dapat dilihat dalam struktur organisasi yang belum terisi'
e. Beberapa faktor lain yang menjadi yang menghambat pelaksapaan implementasi Peraturan
daerah No 7 Tahun ZbOg dalam hubungannya dengan aspek organisasi dan tatd keria pada
kantor PTSP adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman para pegawai yang mengawaki kantor tersebut belum begitu
berpengalaman d"n iepenuhnya tahu, karena mereka dihadailkan pada kenyataaan
bahwa mereka harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan fungsi yang
mereka emban. peiaksanaan implementasi Perda No 7 Tahun 2A09, dilaksanakan dalam
iangka waktu yang relatif singkal
Z. Kesempatan untut melaksanakan sosialiasi sangat kurang yang berarti iustru SDM yang
mengawaki masih belum sepenuhnya terampil untuk melakrrkan kegiatan pelayanan
,ep".ti yang tercantum dalam ketenluan Perda lr{o 7 Tahun 2009 dan Perafuran Bupati
Iv{ukomuko No ll Tahun 2009.
atr, Kesempatan untuk rnel;,ksanakan pengembangan profesionalitas dibidangnya belum
terakomodir. Hal tersebut berkaitan dengan SDM yang mengawaki organisasi tersebut'
Disamping itu dengan pendidikan yang tinggi diharapkan lebih mudah memahami'
mengerti dun *u*pu mengaplikasikan Organisasi dan tat keria pelayanan.
Tuntutan Kebijakan Pemerintah dan masyarakat dalam hal optimalisasi pelayanan'
belum diimbangi dengan pemaharnan fokus tentang pelayanan seperti yang tersurat
dalam Peraturan Bupal Mukomuko No ll Tahun 2009- Hal ini menyebabkan:
a. Keinginan masyarakat dalam hal pelayanan yang cepat, tepat dan efektif belum
terakomodir.
b. 'l'ata kerja dalaiit :uatlr rri'ga.rir;:s! leanto:- pelayanan belum teraplikasi secar;r
sistemik
c. Menciptakan peluang terhadap ketidak sinkronan antara ketrutuhan organisasi dan
manalimen Sblt yang kurang propar:ionai. Dukungan yang dibutuhkan tentu tidak
tranya dari segi kuantitas narnun iuga dari segi kualitas, agar tercapai rasio
p*ndirt ibrrsian Reke4aan secara proporsional menurut beban kerja kelembagaan"
Apabila kebutuhan akan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang
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pelal<sanaan tugas dan fungsinya sulit mencapai kondisi yang diharapkan. Terlebih
dalam menyikapi tantangan yang timbul masa yang mendatang sehingga
peningkatan dukungan sumber daya manusia tersehut harus dilakukan, agar
kinerla pada Kantor PTSP tersebut dapat dioptimalkan.
Irnplikasi Strategis
PenyelenggAraan Pelayanan'terpadq Satu Pintu IPTSP) sesuai dengan Peraturan Mentefi
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
lBB32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006,
memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, rriudah,
transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam
pelayanan publik Pada dasarnya kantor PTSP iuga berupaya untuk mewujudkan hal tersebut
Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka implikasi strategis ydng dapat dilakukan
adalah melakukan upaya pembenahan dan perbaikan berkesinambungan terkait dengan
pemahaman organisasi dan tata kerja di lingkup Kantor Pelalanqn Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko. Petnbenahan dan perbaikan berkesinambungan dengan menekankan
aspek tujuan dan manfaat yang mampu untuk membuat operasional organisasi dan tata
Iaksana kerja pelayanan bekerja secara optimal. Sehingga dalam proses pelayanan yang
dilakukan oleh lembaga Kantor PTSP dituntut bisa rSrembangun pepcitraan yang positif kepada
masyarakaL Hal ini hanya bisa dilakukan kalau ada kemauan yang kuat dalam membangun dan
menciptakan mekanisrne pelayanan yang di dalamriya mengandung penyederhanaan, seperti:
[a). Percepatan waktu proses pe4yelesaian, [b). Pelayanan informasi bpgi masyarakat, [cJ.
Keielasan prosedur pelayanan, [d). Kepastian bidya, (5). Mengurangi berkas perrnohonan.
Kesemua penyederhanaan tersebut bertujuan untuk [aJ. Menghindari proses perijinan yanB
berbelit-belit, tbl. Menghindari biaya yang dianggung oleh pemohon cukup mahal, (c).
Menghindari proses pErijinan yang tidak transparan, (dJ. Menglindari waktu penyelesaian
proses penerbitan yang tidak pasti dan [5). Menghindari persyaratan yang tidak mudah untuk
dipenuhi oleh pemohon dan terkadang.dobel.
Penyederhanaan prosedur perijinan merupakan salah satu upaya yang diharapkan bisa
mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam penyederhanaan pelayanan perijinan dengan
sasaran mendorong masyarakat irntuk berpartisipasi dalam disiplin investasi. Dalam hal ini
l(antor PTSP rrremiliki sekien banyak target yang harus dipenuhi yang bermuara pada kondisi
yang diinginkan dalam penyederiranaan pelayanan peri.iinan antara lain meniadikan Kantor
PTSP sebagai lemlraga yang benar-benar Ane Stop Service, dimana berbagai ienis periiinan yang
saat ini masih ada tersebar disekian banyak dinas
Kantor KPTSP.
Kegiatan strategis yang dapat dilakukan dalam
penerapan Perda No 9 tahun 2009 antara lain:
semuanya diurus dalam satu pintu, yaitu di
upaya lebih memfokuskan pemahaman dan
1. Kebijakan penJrusunan organisasi pada Kantor PTSP sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Daerah No 7 tahun 2009 merupakan kerangka kerja organisasi dan sekaligus
menjadi landasan manajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan. Kerangka
kerja organisasi dan landasan manajerial ini mencerminkan input, process, output dan
outcorne pelak"sanaan tugas dan fungsi kedinasan" Dengarr kata lain. penataan organisasi
iangsung atau tidak iangsung berpengaruh pada hasil pelayanan yang diberikan. Oleh
karenanya perlu dilakukan pembenahan dan restrukturisasi pada organisasi keria yarrg
dimaksud,
., l)erencanaan sumber daya manusia periu untuk dilakukan. PerEncanaan sumtrer daya
manusia merupai<an proses penyiapan dan penempatan para pelaku organisasi atau
pelaksana pekerjaan dalam sua&r konsep pengorganisasiarl tugas dan fungsi unit kerja
perangkat daerah. Oleh sebab itu, perencanaan sumber daya manusia berpengaruh
langsung atau langsung pada inpu! process, output dan outcome pelaksanaan tugas dan
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fungsi kedinasan. Dengan kata lain, konsekuensi perencanaan sumber daya Inanr-ls-. -
tercermin pada kinerja organisasi Kantor PTSP Kabupaten Mtlkomuko
3. Koordinasi lintas sektoral dengan pelibatan dinas dan instansi lain sangatlah penting u: . "
dilakukan. Hal ini sebagai salah satu upaya percepatan, penyederhanaan dan efisiensi L::-*r,l
memangkas jalur birokrasi, memperpendek jarak tempuh pengumsan dan waktu '.-.rq
singkat, yang akan berpengaruh pada pola pelayanan dan memberikan dampak positrf '. -rLE
perlu dilakukan oleh kantor PTSP.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnl'a
rrraka dapat diperoleh kesimpulan sebagal berikut :
.A,spek Orgahisasi
1. Organiiasi pada Kantoi Pelayanan Terpadu Satu Pintu rnerupakan unit pelaksana telmrs
1Uefl di bidang pelayanan. Bersifat respektif terbuka, nasional dengan tema utama efisien-q.
mekanis. Dari segi organisasi dan Tata Kerja Pelayanan, Kantor Pelayanan Terpadu Sau:
Pintu Kabupaten Mukomuko tefmasuk organisasi yang dikategorikan dalam organisas
sederhana yrng 
-"menuhi aspek manajerial. Pada aspek manajerial, organisasi ini telah,
mencerminkan input, process, output dan outcome pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan
Z. Hasil dari penelitian terhadap responden pada umumnya menunjukkan bahwa penerapanL
perda No 7 Tahun 2009 tentang organlsasi dan tata keria dibidang pelayanan dapat
diterapkan dengan baik
AspekTataKeria
1. Hasil dari penelitian menuniukkan, walaupun aspek tata kerja dinilai baih namun ada
beberapa segi yang perlu dilakukan pembenahan dan optimalisasi, yaitu pada segi
koordinasi liltaS sektoral dengan instansi terkait yang periu dilakukan oleh kantor PTSP.
Dengan dilakukannya koordinasi yang baik dengan instansi luar yang berkaitan dengan
pelal<sanaan tugas kantor PTSP akan berpengaruh terhadap hasil kinerja. Pelaksanaan
i<oordinasi sanEat diperlukan karena mempunyai kontribusi dan pengaruh terhadap
mekanisme pelayanan yang dilakukan di lingkungan kantor PTSP'
2. Pelaksanaan tata keda yang dilaksanakan pada kantor PTSP sudah baih namun tata keria
yang dilaksanal€n tersebut belum didukung mekanisme standart operating pracedure
sebagai pedoman kerja.
3. Pengisian jatratarr belum diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berlatar disiplin ilmu
yang sesuai dengan tema pelayanan" Sehingga pelaksanaan operasionalisasi kantor PTSP
belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :
1. Masyarakat pengguna iasa layanan menyampaikan tentang masalah waktu processing,
finishing dan iarak tempuh lokasi kantor PTSP. Kantor PTSP sesuai dengan tuiuan dibuat
untuk percepatan pelayanan ciengan sistim tcrpadu yaltg r*elih*tkan i:anyak bidang, dinas
dan beberapa fungsi,kiranya perlu dibuat program koordinasi dan komunikasi tentang
masalah percepatan pelayanan sebagai tema utama. Untuk memahami mekanisme tugas
pelayanau dan percepatan pelayanan yang efektif dan efisien periu dilandasi dan ditrangun
suahr pola persepsi yang santa. Oleh karenanya perlu dilakukan pembuatan program
tahunan secara periodik melalui kegiatan rakor maupun keriasama terhadap instansi terkait









































Analrsis Penerapan Perda 07 Tahun 2009 Tentang Pembentukan organisasi Dan 
Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu $PfSq Kabupaten Mukamuko
z. perlunya kantor pTSp membuat stand ar operatlng procedure sebagai 
pedoman untuk
melandasi pelaksanaan tugas a", ,dUrg"i dasar -*it'i kineria pelayanan' Hal ini sangat
beralasan karena dengan adanya standir operating procedure' akan membawa 
manfaat bagi
kantor PTSP itu sendiri'
3. Untuk memenuhi pegawai yang mempunyai ketramp-ilan dan keahlian dibidangnya' 
Perlunya
peningkaran pelayanan sDM melalui oit<tat dibidang pelayanan publik o'" _11t]'YI::
training p"a^ p"gu*ai yang telah ada untuk meningkatkan pengetahuannya 
yang sesual
dengan bidang pekeriaanya. oisamfing itu, untuk mengakomodir.percepatan 
pelayanan
secara eksternal perlu penguasaan ,plik"rl serta pema=nfaatan tehnologi informasi 
dan
komunikasi di kantor PTSP' i. 
-r--- ^ix^
4. Sebagai fanglrh ;rtuk memperbaiki kinerja, penerapan sistim lingkup organisasi 
yang bisa
mengakomodir keinginan *rry".rt ^i ;tll .$1yanan, 
perlu dilakukan peningkatari
performa .n*fufrri-f..fratan studi.banding- Ual ini dirasa sangat perlu untuk melihat 
dan
menilai seiauh n-,"n"'r.onaisi pelaksar"in op.."sionalisasi ielama ini telah dilakukan 
di
kantor prSp Kabupaten Mukomuko;;il;" Kantor PTSP di Kabupaten lain yang mempunyai
level yang lebih tinggi. Sehingga 
-aengaln 
keterbatAsan yang adi selarna. ini mampu untuk
diminimalirir, a"r, f.It rangan-ieku.r-ngrt dapat dibenahi dan dapat atasi'
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